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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015
TENTANG

KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing
nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di
bidang perdagangan, khususnya impor produk tertentu;
bahwa ketentuan impor produk tertentu sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor
Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
73/M-DAG/PER/12/2014 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  83/M-
DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk
Tertentu dinilai sudah tidak relevan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012
tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/12/2014
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang
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Mengingat

1.

Ketentuan Impor Produk Tertentu, dan mengatur kembali
ketentuan impor produk tertentu,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Ketentuan Impor Produk Tertentu;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara



10.

11.

12.
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Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4775);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta
Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke
dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan

Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5277);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014 - 2019;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 /M-
DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang
Impor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1187);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 /M-
DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal
Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
84 /M-DAG/PER/12/2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  27/M-
DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal
Importir (API) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1377);



Menetapkan

20.

21.
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 /M-
DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi
atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 /M-
DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1271);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Produk Tertentu adalah produk yang dibatasi impornya
berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk
makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen
kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah
tangga, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi
lainnya, alas kaki, elektronik, dan mainan anak-anak.
Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah
penelitian dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan
oleh surveyor.

Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat
otorisasi untuk melakukan Verifikasi Atau Penelusuran
Teknis barang Impor.

Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya
disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan
pelayanan terpadu perdagangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan

Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.



